
 
 
 
 
 
 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR  44  TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 20 
TAHUN 2017 TENTANG  TATA CARA   PENGANGGARAN,  PELAKSANAAN  
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN                  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA SUBSIDI, HIBAH,       

BANTUAN   SOSIAL   DAN   BANTUAN   KEUANGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor : 
51.B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 tanggal 22 Mei 2018, 
perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengendalian 
Intern dalam Kerangka Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, agar melakukan 
perubahan Peraturan Bupati terkait Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan 
Bantuan Keuangan, dengan menambahkan sanksi yang 
dikenakan apabila penerima hibah terlambat 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan Laporan 
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 
Nomor : 44.C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 tanggal 21 Mei 
2019, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, agar 
menyusun dan menyempurnakan mekanisme monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
bantuan keuangan; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, 
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 
Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan 
Sosial dan Bantuan Keuangan, perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, 
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950  tentang  
Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
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8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 

12. Undang-Undang  Nomor  23   Tahun  2014   tentang 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah ((Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
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16. Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2019Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 541); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 
157; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 

22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 236); 
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23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, 
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan 
Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2019 Nomor 13); 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 20 TAHUN 
2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN  PELAPORAN SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI  BELANJA  SUBSIDI, HIBAH, 
BANTUAN SOSIAL DAN  BANTUAN  KEUANGAN. 

 
Pasal I 

 
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan 
Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2017 Nomor 20) yang telah diubah beberapa kali 
diubah dengan Peraturan Bupati : 

a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja 
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 
4); 

b. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2018 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan 
Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2018 Nomor 56); 
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c. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan 
Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2019 Nomor 13); 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 18 
 

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan 
laporan penggunaan hibah kepada Bupati Cq. Kepala 
Perangkat Daerah terkait. 

(2) Perangkat Daerah terkait menerima laporan 
pertanggungjawaban dari penerima hibah paling 
lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan. 

(3) Penerima hibah berupa barang atau jasa 
menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada 
Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah terkait.  

(4) Penanggungjawab teknis membuat laporan dana 
yang telah disalurkan kepada pihak yang berhak 
menerima bantuan kepada Bupati Cq. Kepala BKD 
selaku PPKD. 

(5) Apabila penerima hibah terlambat dalam 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban, maka 
akan ditunda pencairan berikutnya sampai dengan 
penerima hibah menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban. 

 
2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 37 
 

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang 
menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial 
kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah terkait. 

(2) Perangkat Daerah tekait menerima laporan 
pertanggungjawaban dari penerima bantuan sosial 3 
(tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan. 

(3) Penerima bantuan sosial berupa barang 
menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial 
kepada Bupati Cq. kepala Perangkat Daerah terkait. 
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(4) Penanggungjawab teknis membuat laporan dana 
yang telah disalurkan kepada pihak yang berhak 
menerima bantuan kepada Bupati Cq. Kepala BKD 
selaku PPKD. 

(5) Apabila penerima bantuan sosial terlambat dalam 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban, maka 
akan ditunda pencairan berikutnya sampai dengan 
penerima bantuan sosial menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban. 

3. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 51 

 
(1) Penerima bantuan keuangan berupa uang 

menyampaikan laporan penggunaan bantuan 
keuangan kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat 
Daerah terkait. 

(2) Perangkat Daerah tekait menerima laporan 
pertanggungjawaban dari penerima bantuan 
keuangan 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan 
kegiatan. 

(3) Penerima bantuan keuangan berupa barang 
menyampaikan laporan penggunaan bantuan 
keuangan kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat 
Daerah terkait. 

(4) Apabila penerima bantuan keuangan terlambat 
dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban, 
maka akan ditunda pencairan berikutnya sampai 
dengan penerima bantuan keuangan menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban. 

4. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) 
Pasal, yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 54A 

(1) Pada saat mengajukan pencairan bantuan keuangan, 
Rencana Penggunaan Bantuan dapat tidak sesuai 
dengan rencana penggunaan pada proposal awal 
sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan 
kegiatan, dengan disertai Berita Acara perubahan 
rencana penggunaan bantuan yang ditandatangani 
oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara penerima 
bantuan. 

(2) Format Berita Acara perubahan rencana penggunaan 
bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di  Sukoharjo  

pada tanggal 20 September 2019 

 

BUPATI SUKOHARJO, 

          

                ttd 

 

WARDOYO WIJAYA 
 
 
 
 
 
 
 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal   20 September 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO, 

ttd 

AGUS SANTOSA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2019 NOMOR 44 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Contoh Format Berita Acara perubahan rencana penggunaan bantuan 

 

KOP 

 

 

 

BERITA  ACARA 
  

RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN  

 
 

 Pada hari .................. tanggal .............bulan ...................... tahun 

.................  telah diadakan musyawarah oleh Pengurus ............................. 

..................................................... (diisi sesuai pada SK) 

Pada musyawarah ini dilakukan pembahasan  tentang perubahan Rencana 

Penggunaan Bantuan ................................................................................ 

................................................................... (diisi sesuai SK) sebesar 

Rp........................... (diisi sesuai proposal awal) Tahun Anggaran .............. 

sebagai berikut : 
 

1. Rencana Penggunaan Bantuan semula : 
 

No Uraian 

Rincian Penghitungan 

Ket 

Volume Satuan 
Harga 

Satuan 
Jumlah 

       

       

       

       

       

 Jumlah      

 

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR  44   TAHUN 2019 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN 
BUPATI SUKOHARJO NOMOR 20 TAHUN 
2017 TENTANG TATA CARA 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN  PELAPORAN 
SERTA MONITORING   DAN EVALUASI  
BELANJA  SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN 

SOSIAL DAN  BANTUAN  KEUANGAN 



 
 
2. Rencana Penggunaan Bantuan Menjadi : 

 

No Uraian 

Rincian Penghitungan 

Ket 

Volume Satuan 
Harga 

Satuan 
Jumlah 

       

       

       

       

       

 Jumlah      

 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan : dilampirkan pada permohonan pencairan. 

 
 

 

 
 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

ttd 

WARDOYO WIJAYA 

 

Ketua/Pimpinan  
............................................... 

 
 
 

(nama terang) 

MENGETAHUI 
Lurah/Kepala Desa .........................  

 
 
 

(nama terang) 
 

 


